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ABSTRAK

Perkembangan media digital telah mengubah lanskap
komunikasi politik secara fundamental, melahirkan optimisme
terhadap demokrasi digital yang lebih partisipatif dan
deliberatif. Namun, realitas praktik komunikasi politik daring
menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal
demokrasi digital dan praktik aktual yang sarat dengan
kepentingan kekuasaan, logika media, dan politik performatif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik
komunikasi politik digital di Indonesia menggunakan perspektif
Aeron Davis serta merefleksikannya dalam kerangka nilai-nilai
Pancasila sebagai landasan etika dan legitimasi. Metode yang
digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif
kritis, merujuk pada karya-karya utama Aeron Davis, konsep
mediatization, serta literatur tentang Pancasila dan UUD 1945.
Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang publik digital bersifat
terfragmentasi dan terpolarisasi, di mana komunikasi politik
lebih didominasi oleh logika popularitas, personalisasi, dan
afeksi publik daripada diskursus kebijakan yang rasional dan
deliberatif. Partisipasi publik yang terbentuk cenderung bersifat
performatif dan simbolik, bukan partisipasi substantif dalam
pembentukan kehendak publik. Kesimpulan penelitian
menegaskan bahwa media digital tidak bersifat netral,
melainkan  beroperasi dalam struktur kekuasaan dan
kepentingan tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dan
prinsip konstitusional UUD 1945 menjadi penting sebagai
kerangka normatif untuk mengarahkan praktik komunikasi
politik digital menuju demokrasi yang lebih bermakna, etis, dan
berkeadilan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada
pengembangan studi komunikasi politik kritis di Indonesia serta
memberikan landasan konseptual bagi perumusan etika
komunikasi politik digital berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Abstract

The development of digital media has fundamentally
transformed the landscape of political communication, giving
rise to optimism about a more participatory and deliberative
digital democracy. However, the reality of online political
communication practices reveals a gap between the ideal
expectations of digital democracy and actual practices that are
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laden with power interests, media logic, and performative
politics. This study aims to critically analyze digital political
communication practices in Indonesia using Aeron Davis's
perspective and reflect on them within the framework of
Pancasila values as a foundation for ethics and legitimacy. The
method employed is a literature study with a critical qualitative
approach, referring to Aeron Davis's major works, the concept
of mediatization, and literature on Pancasila and the 1945
Constitution. The analysis results show that the digital public
sphere is fragmented and polarized, where political
communication is dominated by the logic of popularity,
personalization, and public affection rather than rational and
deliberative policy discourse. The resulting public participation
tends to be performative and symbolic, rather than substantive
participation in the formation of public will. The conclusion
emphasizes that digital media is not neutral, but operates within
structures of power and specific interests. Therefore, the values
of Pancasila and the constitutional principles of the 1945
Constitution are essential as a normative framework to guide
digital political communication practices toward a more
meaningful, ethical, and socially just democracy. This research
contributes to the development of critical political
communication studies in Indonesia and provides a conceptual
foundation for formulating digital political communication
ethics based on national values.
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PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mentransformasi lanskap komunikasi politik secara
fundamental di berbagai belahan dunia (Arsyad et al., 2024; Hasan et al., 2023; Idris, 2025;
Mabhardika et al., 2025). Media sosial, platform berita digital, dan berbagai kanal daring
lainnya tidak lagi berfungsi semata sebagai saluran informasi, melainkan telah menjelma
menjadi arena utama pertarungan wacana dan kekuasaan simbolik (Eko Wahyuanto, 2025;
Nugroho, 2023; Yesicha & Angela, 2026). Fenomena ini memunculkan optimisme besar
terhadap lahirnya demokrasi digital yang lebih partisipatif, transparan, dan deliberatif.
Namun, di balik optimisme tersebut, praktik komunikasi politik digital justru menunjukkan
kecenderungan yang problematis. Alih-alih memperkuat ruang publik yang rasional dan
inklusif, media digital kerap melahirkan fragmentasi sosial, polarisasi identitas, serta
dominasi wacana populis yang mengesampingkan substansi kebijakan (Davis, 2014;
Hjarvard, 2008).

Dalam konteks Indonesia, dinamika komunikasi politik digital menghadirkan
tantangan tersendiri bagi kualitas demokrasi (Yulianto & Ramadhan, 2020). Berbagai
platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok digunakan secara
masif oleh aktor politik untuk membangun citra, memobilisasi dukungan, dan menyebarkan
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narasi politik (Utami & Nugroho, 2021; Setiawan, 2022). Namun, praktik tersebut sering
kali diwarnai oleh penyederhanaan isu, eksploitasi emosi kolektif, serta penguatan politik
identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat (Mulyadi, 2020; Suryanto, 2021).
Partisipasi publik di ruang digital cenderung bersifat reaktif dan simbolik, terbatas pada like,
share, dan komentar afirmatif, tanpa diikuti oleh keterlibatan substantif dalam diskursus
kebijakan publik (Sari, 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh
mana demokrasi digital benar-benar berkontribusi pada pendewasaan politik masyarakat
Indonesia (Wahyuni & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi
bagaimana platform digital dapat digunakan untuk memperdalam partisipasi publik yang
lebih kritis dan konstruktif (Satria & Lestari, 2022). Sebuah refleksi lebih dalam diperlukan
untuk melihat apakah media sosial memberikan dampak positif atau justru memperburuk
polarisasi politik di Indonesia (Taufik, 2020).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji fenomena komunikasi politik digital dari
berbagai perspektif. Studi tentang mediatization of politics misalnya, menunjukkan
bagaimana logika media semakin mendominasi praktik politik kontemporer, mendorong
aktor politik untuk menyesuaikan pesan dan strategi mereka dengan tuntutan algoritma dan
popularitas (Hjarvard, 2008; Strombéick & Esser, 2014). Sementara itu, penelitian tentang
ruang publik digital mengungkapkan kecenderungan fragmentasi dan polarisasi yang terjadi
akibat terbentuknya echo chambers dan filter bubbles (Sunstein, 2017; Pariser, 2011). Dalam
konteks Indonesia, beberapa kajian telah menyoroti penggunaan media sosial dalam
kampanye politik, mobilisasi massa, serta konstruksi citra pemimpin (Lim, 2017; Tapsell,
2017). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-teknis dan belum
secara mendalam mengkritisi relasi kekuasaan, ideologi, serta implikasi normatif dari
praktik komunikasi politik digital terhadap kualitas demokrasi substantif.

Celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh studi ini terletak pada dua aspek
utama. Pertama, belum banyak penelitian yang menggunakan perspektif kritis Aeron Davis
secara sistematis untuk membaca praktik komunikasi politik digital di Indonesia, khususnya
dalam mengungkap ilusi partisipasi, dominasi logika media, serta reproduksi kekuasaan
dalam format digital. Kedua, kajian yang mengintegrasikan kritik demokrasi digital dengan
nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka normatif masih sangat terbatas. Padahal, Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki relevansi strategis untuk
menjadi landasan etika komunikasi politik digital yang berorientasi pada persatuan,
musyawarah, dan keadilan sosial.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat Indonesia tengah berada dalam
dinamika politik pasca pemilu yang sarat dengan polarisasi dan politik identitas. Media
digital berpotensi memperdalam fragmentasi sosial apabila tidak dikelola secara etis dan
bertanggung jawab. Sebaliknya, jika diarahkan dengan kerangka nilai yang tepat, media
digital justru dapat menjadi ruang pembelajaran politik yang memperkuat demokrasi
bermakna. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis yang mampu membongkar asumsi
netralitas teknologi serta menawarkan alternatif normatif bagi pengembangan komunikasi
politik digital yang lebih etis dan substantif.
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Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, integrasi antara
perspektif kritis Aeron Davis dan nilai-nilai Pancasila dalam menganalisis praktik
komunikasi politik digital di Indonesia, yang belum dilakukan secara sistematis dalam
penelitian sebelumnya. Kedua, penggunaan pendekatan multidisipliner yang menyinergikan
perspektif komunikasi, politik, dan diplomasi untuk membaca dinamika komunikasi politik
digital secara komprehensif. Ketiga, kontribusi teoretis dalam pengembangan studi
komunikasi politik kritis di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kerangka etika
komunikasi politik digital berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik
komunikasi politik digital di Indonesia menggunakan perspektif kritis Aeron Davis,
khususnya dalam membaca dominasi logika media, ilusi partisipasi, dan reproduksi
kekuasaan; (2) mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional UUD 1945
sebagai kerangka etika dan legitimasi komunikasi politik digital; serta (3) merumuskan
refleksi kritis mengenai implikasi praktik komunikasi politik digital terhadap kualitas
demokrasi substantif di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan
studi komunikasi politik, khususnya dalam memperkaya wacana kritis tentang demokrasi
digital dan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka normatif komunikasi politik. Secara
praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aktor politik, partai politik, dan pembuat
kebijakan dalam merumuskan strategi komunikasi politik digital yang lebih etis,
bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, hasil penelitian ini
juga dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam mengembangkan literasi politik
digital yang kritis dan partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis untuk
menganalisis praktik komunikasi politik digital dalam konteks demokrasi kontemporer di
Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur
fenomena secara statistik, melainkan memahami makna, ideologi, relasi kuasa, serta
implikasi normatif yang terkandung dalam praktik komunikasi politik digital. Paradigma
kritis digunakan untuk membongkar asumsi netralitas media digital serta menelaah
bagaimana kekuasaan, kepentingan politik, dan logika media beroperasi di balik narasi
demokrasi digital.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (/ibrary research), dengan
menempatkan teks, dokumen, dan wacana sebagai objek utama analisis. Sumber data terdiri
atas buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik
yang relevan dengan tema komunikasi politik digital, demokrasi digital, mediatization of
politics, dan etika politik. Literatur yang dianalisis dipilih secara purposif dengan
mempertimbangkan relevansi teoretis, kedalaman analisis, serta kontribusinya terhadap
perdebatan mengenai demokrasi digital dalam sepuluh tahun terakhir, tanpa menutup
kemungkinan penggunaan karya klasik yang bersifat fundamental.
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Kerangka analisis utama dalam penelitian ini merujuk pada perspektif komunikasi
politik kritis Aeron Davis, khususnya kritiknya terhadap optimisme demokrasi digital dan
dominasi logika media dalam praktik politik kontemporer. Konsep mediatization digunakan
untuk memahami bagaimana aktor politik menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan
tuntutan media digital, termasuk algoritma, personalisasi, dan afeksi publik. Selain itu, nilai-
nilai Pancasila dan prinsip konstitusional UUD 1945 digunakan sebagai kerangka normatif
untuk menilai etika, legitimasi, dan kualitas demokrasi dalam praktik komunikasi politik
digital di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap
literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan dengan
mengidentifikasi kata kunci seperti digital political communication, digital democracy,
mediatization, political legitimacy, dan Pancasila. Data yang terkumpul kemudian
diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti logika media digital, partisipasi
publik, relasi kekuasaan, performativitas politik, serta dimensi etika dan legitimasi
demokrasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan membaca kritis,
pengodean tematik, dan interpretasi reflektif. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi
gagasan utama, argumen kunci, dan asumsi teoretis dalam setiap sumber literatur.
Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan temuan empiris dan konseptual dari
berbagai sumber untuk menemukan pola, kontradiksi, serta kecenderungan dominan dalam
praktik komunikasi politik digital. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan
tersebut pada konteks demokrasi Indonesia serta nilai-nilai Pancasila sebagai landasan
normatif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan theoretical triangulation
dengan menggunakan berbagai perspektif teori komunikasi politik, teori demokrasi, dan
filsafat politik. Validitas analisis diperkuat melalui konsistensi argumentasi, ketepatan
penggunaan konsep, serta kesesuaian antara kerangka teoretis dan temuan analisis. Dengan
pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis yang
komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik digital serta implikasinya terhadap
kualitas demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik digital Partai Gerindra
sangat dipengaruhi oleh logika media digital sebagaimana dikritik oleh Aeron Davis. Media
sosial dimanfaatkan secara intensif sebagai ruang utama untuk menyampaikan pesan politik,
membangun citra kepemimpinan, serta memobilisasi dukungan publik. Dalam praktiknya,
pesan-pesan politik Gerindra cenderung dikemas dalam bentuk visual, slogan singkat, dan
narasi emosional yang mudah disebarluaskan. Pola ini mencerminkan penyesuaian partai
terhadap tuntutan algoritma media sosial yang mengutamakan atensi, kecepatan, dan
resonansi afektif.
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Temuan utama menunjukkan bahwa komunikasi politik digital Gerindra lebih
menekankan pada mobilisasi emosi kolektif dibandingkan dengan penguatan diskursus
kebijakan yang bersifat deliberatif. Identitas nasionalisme menjadi simbol dominan yang
terus direproduksi dalam berbagai konten digital, baik melalui representasi visual, pilihan
diksi, maupun narasi kepemimpinan. Nasionalisme tidak hanya diposisikan sebagai ideologi,
tetapi juga sebagai sumber emosi politik yang efektif dalam membangun loyalitas
pendukung. Dalam konteks ini, partisipasi publik yang terbentuk cenderung bersifat afektif,
reaktif, dan simbolik.

Partisipasi publik dalam ruang digital Gerindra sebagian besar termanifestasi dalam
bentuk dukungan ekspresif, seperti komentar afirmatif, pembagian ulang konten, dan
penggunaan simbol identitas kelompok. Pola partisipasi ini menunjukkan keterlibatan yang
tinggi secara kuantitatif, namun terbatas secara kualitatif. Diskusi kritis dan pertukaran
argumen kebijakan relatif minim. Temuan ini menguatkan kritik Davis mengenai ilusi
partisipasi dalam demokrasi digital, di mana keterlibatan publik lebih bersifat performatif
daripada deliberatif.

Dari perspektif komunikasi politik kritis, strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk
normalisasi politik performatif dalam demokrasi digital. Keberhasilan komunikasi tidak
diukur dari kualitas argumentasi atau kontribusinya terhadap pengambilan keputusan publik,
melainkan dari tingkat visibilitas, viralitas, dan kemampuan membangun ikatan emosional
dengan audiens. Dalam jangka pendek, strategi ini terbukti efektif secara elektoral karena
mampu memperkuat identitas pendukung dan menjaga kohesi basis pemilih. Namun, dalam
jangka panjang, praktik ini berpotensi mempersempit ruang dialog rasional dan melemahkan
fungsi edukatif komunikasi politik.

Analisis juga menunjukkan bahwa komunikasi politik digital Gerindra beroperasi
dalam kerangka relasi kekuasaan yang asimetris. Meskipun media digital membuka ruang
partisipasi yang luas, kontrol atas narasi utama tetap berada di tangan elit partai dan aktor-
aktor strategis. Publik lebih banyak berperan sebagai audiens yang mereproduksi pesan,
bukan sebagai subjek deliberatif yang turut membentuk agenda politik. Kondisi ini sejalan
dengan pandangan Davis bahwa media digital cenderung mereproduksi struktur kekuasaan
lama dalam format yang tampak lebih partisipatif.

Dari pendekatan diplomasi, komunikasi politik digital Gerindra dapat dipahami
sebagai bentuk domestic public diplomacy. Narasi yang dibangun tidak hanya ditujukan
untuk memenangkan dukungan elektoral, tetapi juga untuk membentuk citra legitimasi
politik di mata publik yang lebih luas. Media digital digunakan untuk menampilkan citra
kepemimpinan yang kuat, stabil, dan nasionalis, sehingga menciptakan persepsi legitimasi
dan kepercayaan. Dalam konteks ini, komunikasi digital berfungsi sebagai instrumen
simbolik untuk membangun hubungan antara partai dan publik.

Temuan menunjukkan bahwa praktik diplomasi digital ini lebih bersifat simbolik
daripada dialogis. Interaksi yang terjadi di ruang digital cenderung satu arah dan berfokus
pada penyampaian pesan, bukan pada pertukaran pandangan yang setara. Ruang untuk kritik
dan perbedaan pendapat relatif terbatas dan sering kali terpinggirkan oleh narasi dominan.
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Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi digital yang dijalankan belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip deliberasi dan inklusivitas yang menjadi prasyarat demokrasi
bermakna.

Hasil temuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik digital Gerindra
mencerminkan dinamika yang kompleks antara efektivitas elektoral dan kualitas demokrasi.
Di satu sisi, strategi komunikasi digital terbukti mampu membangun identitas kolektif,
mobilisasi dukungan, dan legitimasi simbolik. Di sisi lain, dominasi logika media digital dan
politik performatif berpotensi mengurangi ruang diskursus rasional dan memperkuat ilusi
partisipasi. Temuan ini menjadi dasar penting untuk diskusi kritis mengenai implikasi
komunikasi politik digital terhadap demokrasi substantif di Indonesia.

Diskusi ini mengaitkan hasil temuan penelitian dengan kritik Aeron Davis terhadap
optimisme demokrasi digital. Temuan menunjukkan bahwa praktik komunikasi politik
digital Partai Gerindra merefleksikan kecenderungan yang secara konsisten dikritik oleh
Davis, yakni dominasi logika media, popularitas, dan personalisasi politik. Media digital
tidak berfungsi sebagai ruang deliberatif yang memperdalam kualitas demokrasi, melainkan
sebagai arena kompetisi simbolik yang mengutamakan visibilitas dan afeksi publik. Dalam
konteks ini, demokrasi digital lebih beroperasi sebagai mekanisme penguatan dukungan
elektoral daripada sebagai sarana pembentukan kehendak publik yang rasional.

Dalam kerangka mediatization of politics, komunikasi digital Gerindra menunjukkan
bagaimana aktor politik menyesuaikan diri dengan tuntutan algoritma dan budaya media
sosial. Personalisasi kepemimpinan dan narasi emosional nasionalisme menjadi strategi
utama untuk mempertahankan perhatian publik. Praktik ini menegaskan argumen Davis
bahwa politik semakin bergeser dari arena perdebatan kebijakan menuju arena
performativitas simbolik. Popularitas dan citra menjadi indikator keberhasilan komunikasi
politik, sementara kualitas argumentasi dan substansi kebijakan cenderung terpinggirkan.

Dari perspektif demokrasi normatif, kondisi ini menghadirkan problem serius.
Demokrasi tidak hanya menuntut partisipasi, tetapi juga kualitas partisipasi yang berbasis
pada rasionalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab publik. Ketika komunikasi politik digital
didominasi oleh logika popularitas, ruang bagi perbedaan pendapat dan dialog rasional
menjadi semakin sempit. Diskusi publik berpotensi terjebak dalam polarisasi dan penguatan
identitas kelompok, sebagaimana tercermin dalam fragmentasi ruang publik digital.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini perlu dibaca melalui kerangka nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar etika komunikasi politik. Sila Persatuan Indonesia menuntut agar
komunikasi politik tidak memperdalam fragmentasi sosial dan polarisasi identitas. Namun,
logika media digital yang eksploitatif terhadap emosi berpotensi melemahkan semangat
persatuan tersebut. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan mengandung prinsip musyawarah dan deliberasi, yang justru
kurang terfasilitasi dalam praktik komunikasi politik digital yang performatif dan satu arah.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar komunikasi
politik berorientasi pada kepentingan publik yang luas, bukan hanya pada mobilisasi
dukungan elektoral jangka pendek. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi
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politik digital Gerindra lebih menekankan pada legitimasi simbolik dan kohesi basis
pendukung, sementara isu keadilan sosial dan kebijakan publik sering hadir secara implisit
atau sekunder. Hal ini menegaskan adanya jarak antara praktik komunikasi politik digital
dan ideal normatif Pancasila.

Pendekatan politik dalam diskusi ini menyoroti bahwa strategi komunikasi digital
Gerindra tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan kompetisi elektoral. Media
digital digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan posisi politik dan memperluas
pengaruh. Namun, legitimasi yang dibangun melalui popularitas digital bersifat rapuh
apabila tidak disertai legitimasi substantif yang bersumber dari kebijakan publik yang adil
dan akuntabel. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada logika popularitas berpotensi
melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dari pendekatan diplomasi, praktik komunikasi politik digital Gerindra dapat
dipahami sebagai bentuk domestic public diplomacy yang berfokus pada pencitraan dan
legitimasi simbolik. Diplomasi digital ini efektif dalam membangun persepsi stabilitas dan
kepemimpinan, tetapi belum sepenuhnya mengembangkan dimensi dialogis yang
memungkinkan keterlibatan publik secara setara. Padahal, diplomasi publik yang demokratis
menuntut komunikasi dua arah, keterbukaan terhadap kritik, dan pengakuan atas pluralitas
pandangan.

Pentingnya sinergi antara pendekatan komunikasi, politik, dan diplomasi dalam
praktik komunikasi politik digital. Pendekatan komunikasi diperlukan untuk merancang
pesan yang informatif dan etis, pendekatan politik memastikan orientasi pada kepentingan
publik dan demokrasi substantif, sementara pendekatan diplomasi berperan dalam
membangun legitimasi yang berkelanjutan melalui relasi yang inklusif dan dialogis. Tanpa
sinergi tersebut, komunikasi politik digital berisiko terjebak pada reduksi demokrasi menjadi
sekadar kompetisi popularitas.

Demokrasi digital tidak dapat dibiarkan berkembang secara deterministik mengikuti
logika teknologi dan pasar. Intervensi normatif melalui nilai-nilai Pancasila dan kerangka
konstitusional UUD 1945 menjadi penting untuk mengarahkan praktik komunikasi politik
digital menuju demokrasi yang lebih bermakna. Dengan demikian, kritik Aeron Davis tidak
hanya relevan secara teoretis, tetapi juga kontekstual bagi upaya memperbaiki kualitas
demokrasi Indonesia di era digital.

KESIMPULAN

Hasil analisis menegaskan bahwa media digital tidak pernah bersifat netral secara
politik. Media digital beroperasi dalam struktur algoritmik, kepentingan ekonomi, dan relasi
kekuasaan yang memengaruhi produksi serta sirkulasi pesan politik. Dalam konteks
komunikasi politik Partai Gerindra, media digital digunakan sebagai instrumen strategis
untuk membangun identitas kolektif, legitimasi simbolik, dan dukungan elektoral. Namun,
dominasi logika media digital tersebut berdampak pada penyempitan ruang diskursus
rasional dan penguatan ilusi partisipasi publik, sebagaimana dikritik oleh Aeron Davis dalam
analisisnya mengenai demokrasi digital.
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Dalam kerangka normatif, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai etika
komunikasi politik di era digital. Prinsip Persatuan Indonesia, musyawarah dalam demokrasi
perwakilan, serta keadilan sosial memberikan landasan moral untuk menilai dan mengoreksi
praktik komunikasi politik yang cenderung mengeksploitasi emosi dan identitas. Selain itu,
UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berorientasi pada mekanisme
elektoral, tetapi juga pada perlindungan kepentingan publik dan keadilan sosial. Oleh karena
itu, demokrasi bermakna menuntut koreksi nilai yang berkelanjutan terhadap praktik
komunikasi politik digital.
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